
1 

Disampaikan pada Forum Mutu Indonesian Health Care Quality Network,  

Jakarta 23 Juni 2010 

DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT 

1 

Dr. Budihardja, DTM&H, MPH 

Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat  

Kementerian Kesehatan RI 

ROADMAP REFORMASI UPAYA KESEHATAN : 

IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA PENINGKATAN 
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Outline:  

1) Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Upaya 
Kesehatan 

2) Aanalisis Situasi 

3) Good Governance 

4) Roadmap : Kebijakan dan Reformasi Upaya 
Kesehatan 

5) Relevansi terhadap Fokus Prioritas dan Reformasi 
Upaya Kesehatan 

6) Implikasi terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan 
Kesehatan 
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1.  Dasar Hukum    

     Pelaksanaan  
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UUD 1945   

Pasal 28 H ayat 1 :Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tingga l 

& mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan  

MENJADI SEHAT ADALAH òHAK AZASIó 

 

 Pasal 126 (1) : Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga 
kesehatan ibu sehigga mampu melahirkan generasi yang sehat dan 
berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. 

  

 Pasal 131 (1) : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus  
ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, 
cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan 
anak. 

  

 Pasal 142 (1) : Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus 
kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan 
prioritas kepada kelompok rawan : a. Bayi dan balita; b. Remaja 
perempuan; dan c. Ibu hamil dan ibu menyusui. 

 

Pasal 171 : 5% anggaran Pemerintah (Pusat) dan 10% anggaran 
Pemerintah Provinsi & Kab/Kota 
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STRATEGI 

NO INDKT 2009 2025 

1 UHH 69 73,7 

2 IMR 32,3 15,5 

3 MMR 262 74 

4 KR GIZI 26 9,5 

 

 

 

 

UU No 17/2007 tentang  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL  (2005 -2025)  

 
 
1. Bangnas wawasan 

kes. 
2. Pemberdayaan Mas 

& daerah 
3. Pengembangan 

upaya & 
pembiayaan kes. 

4. Pengembangan & 
pemberdayaan 
SDM-Kes 

5. Peangg. Kead 
Darurat Kes 

 
 

Å  
ÅPemb.Pendidikan dan Kesehatan : investasi peningkatan Sumber Daya 

Manusia 
ÅArah Pemb. Kesehatan : meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bg setiap orang agar peningkatan der kes 
setinggi2nya dpt terwujud 
ÅDasar Pemb Kes : perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil 

dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dg perhatian khusus pd 
penduduk rentan 
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2. Analisis Situasi  
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Poverty & Hunger 

EDUCATION 

GENDER 

CHLD HEALTH 

Maternal Health 

Comm. Diseases 

ENVIRONMENT 

PARTNERSHIP 

8 Tujuan 
 

-- 
Meningkatny

a UHH 
menjadi 72,0 

thn 

 
34 per 1000 

KH 

Menurunnya 
AKB menjadi 
24 per 1000 

KH 

 
23 per 1000 

KH 

 
228 per 

100.000 KH 

Menurunnya AKI 
menjadi 118 per 

100.000 kh 

 
102 per 100.000 

KH 

 
18,4% pada 
anak balita 

Menurunnya 
prevalensi gizi-
kurang pada 
anak balita 

menjadi 15%.  

 
 

18,8% 

RPJMN 2010 ς 2014 
PEPRES No: 5/2010 

CAPAIAN 2007 MDG 2015 



Kecenderungan Prevalensi Gizi 

Kurang dan Sasaran 2014 

Road map MDG. Bappenas, 2010 

On track, perlu memperhatikan 

daerah prevalensi tinggi 



GAMBARAN STATUS GIZI  BALITA 2007 
(RISKESDAS 2007) 
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Kecenderungan Kematian Bati, Balita dan 

Neonatal 1991-2007 dan Sasaran MDGs  2015 

On track, perlu intensifikasi 

dan ekstensifikasi kegiatan 

Road map MDG. Bappenas, 2010 
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Perubahan GDP, Angka Kematian Balita dan Cakupan 
Beberapa Intervensi Menurut SDKI  
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Kecenderungan dan sasaran  penurunan  

Angka Kematian Ibu 

On track, perlu intensifikasi 

dan ekstensifikasi kegiatan 

Road map MDG. Bappenas, 2010 



Cakupan Persalinan  1990 - 2007 

Sumber : Road Map MDGs 2010 
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3.  GOOD GOVERNANCE 

1.Redefinisi VISI ï MISI ï STRATEGI  Kementerian 

Kesehatan 

2.Menyusun rencana restrukturisasi Kementerian 

Kesehatan dan Studi beban kerja potensial  

3.Menyusun alur pikir road map Reformasi Upaya 

Kesehatan 

4.Menyusun pola Anggaran Berbasis Kinerja dan 

distribusi Anggaran Berbasis Kebutuhan (Pro-

Equity Basis Formula) 

5.Menyiapkan langkah pemantapan Stewardship 

(Pembinaan - Pengawasan ï Pengendalian) 
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4. ROAD MAP: 

 Kebijakan dan reformasi 
upaya kesehatan 
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1. Perubahan pola penyakit 

2. Perubahan nilai dan ekspektasi  masyarakat  

3. Besarnya pengaruh Social Determinant of 
Health 

4. Turbulensi ekonomi  

5. Desentralisasi (UU 32, 33, PP 38, PP 41, 
Kepmdagri 59, SPM, dll) 

6. Safety pelayanan (nosokomial, adverse effect, 
dll)  

MENGAPA PERLU REFORMASI ? 
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PENDEKATAN  REFORMASI  UPAYA KESEHATAN 

Extrinsic influences Intrinsic influences 

REFORM 

Berfungsi 
dg. baik  

Ada tapi 
tidak 

berfungsi  

Belum ada  

Å Paradigma 
Å Kebijakan  
Å Kelembagaan 
Å SDM 
Å Program 
Å Sistem  

Inputs Process Output Outcome

Human Resourc. Comm. Empwrmnt Access Health Status

Financing Quality

Approp. Tech Medical Care Utilization Responsiveness

Leadership Public Hlth Coverage

CDC Fairness

Management
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VISI & MISI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN  
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MENCIPTAKAN TATA KELOLA 

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK  

VISI  

MASYARAKAT  

SEHAT YANG  

MANDIRI DAN  

BERKEADILAN  

MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN 

MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN 

MASYARAKAT MADANI.  

MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN 

MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN 

YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU DAN 

BERKEADILAN  

MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN DAN 

PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN  

RPJMN 2010 - 2014 

NILAI : PRO RAKYAT, INKLUSIF, RESPONSIF, EFEKTIF & BERSIH 



RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN  

2010 -2014  

· Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat 

madani  dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan 

global.  

· Meningkatkan yankes yang merata, terjangkau, bermutu dan 

berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya 

promotif  dan preventif.  

· Meningkatkan pembiayaan bangkes, terutama untuk mewujudkan 

jaminan sosial kesehatan nasional.  

· Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM yang merata 

dan bermutu.  

· Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan 

alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan 

mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.  

· Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, 

berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi 

kesehatan yang bertanggung -jawab.  
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1. Revitalisasi puskesmas 

2. Penguatan dinas kesehatan 

kabupaten/kota, provinsi, Kemenkes 

3. Penguatan RSUD kabupaten/kota, 

provinsi dan RSUP 

4. Tumbuh dan berkembangnya 

peran serta masyarakat dan swasta 

5. Kerja sama lintas sektor 

6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga 
kesehatan  

7. Pembiayaan kesehatan yang 

menjamin setiap orang 

8. Kecukupan obat, sediaan farmasi,  

alat kesehatan & makanan 

9. Reformasi birokrasi kesehatan di 

setiap tingkat 

Meningkatnya 

derajat kesehatan 

masyarakat 

melalui penataan 

sistem dan 

peningkatan 

jangkauan 

pemerataan dan 

mutu  pelayanan 

kesehatan yang 

berkeadilan 
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STRATEGI  

1. Mengembangkan fungsi 

Puskesmas sebagai ujung 

tombak pembangunan 

kesehatan  

2. Mengembangkan infrastruktur; 

ketenagaan; obat; sediaan 

farmasi, alat kesehatan dan 

makanan; biaya; peran serta 

masyarakat serta tata kelola 

pemerintahan yang baik, untuk 

mendukung pelaksanaan 

fungsi puskesmas. 

 

1. Pusat pembangunan wilayah 

berwawasan kesehatan 

2. Pusat pemberdayaan masyarakat 

3. Pusat pelayanan kesehatan 

masyarakat primer 

4. Pusat pelayanan kesehatan 

perorangan  primer 
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STRATEGI  

1. Memperkuat fungsi Dinas 
Kesehatan Kab/Kota, Provinsi & 
Kemenkes untuk mendukung 
pelayanan kesehatan primer di 
Puskesmas 

2. Mengembangkan infra struktur; 
ketenagaan; sediaan farmasi, alat 
kesehatan dan makanan; biaya; 
peran serta masyarakat serta tata 
kelola pemerintahan yang baik, 
untuk mendukung pelaksanaan 
fungsi Puskesmas 

3. Mengembangkan secara 
terintegrasi unit pelaksana teknis 
laboratorium kesehatan 
masyarakat yang komprehensif di 
tingkat Kab/Kota dan Provinsi 

4. Mengembangkan secara 
terintegrasi unit pelaksana teknis 
Balai Kesehatan Masyarakat 
yangkomprehensif di tingkat 
kab/kota dan provinsi 
 

SISTEM RUJUKAN 

MASYARAKAT 

YANKES STR 

I 

YANKES  

STR II 

YANKES 

STR III 

RS PUSAT/ 

PROPINSI 

RS Kabupaten/Kota 

BKPM,BKMM,BKOM, 
KLINIK /PRAKTEK 
SPESIALIS SWASTA                                                                         

PUSKESMAS (Pustu; 

Posk); PRAKTEK 

(dokter, BIDAN)  

SELF CARE 

 

UKM UKP 

KEMKES/DINKES 

PROPINSI 

DINKES KAB/Kota 

BKPM, BKMM, 
BKOM, BTKL, 
Labkesda 

PUSKESMAS 

(Pustu; 

Poskesdes) 
      

POSYANDU,UK

BM lainnya 
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STRATEGI  

1. Mengembangkan fungsi 

pelayanan kesehatan rujukan 

RSUD dan RSUP sebagai 

sistem pendukung pelayanan 

kesehatan perorangan primer 

dan pelayanan kesehatan 

masyarakat primer di 

Puskesmas 

2. Mengembangkan infra struktur; 

ketenagaan; sediaan farmasi, 

alat kesehatan dan makanan; 

biaya; peran serta masyarakat 

serta tata kelola pemerintahan 

yang baik, untuk mendukung 

reformasi RSUD kab/kota, 

provinsi dan RSUP. 

3. Mengembangkan kendali mutu 

dan kendali biaya pelayanan 

kesehatan di RSUD dan RSUP 

 

Puskesmas 
PONED 

Rumah 
Sakit PONEK 

Puskesmas 
Pembantu 

Bidan di Desa 
Polindes/Poskesdes 

Posyandu 
(ANC) 

Keluarga 
Masyarakat 



26 STRATEGI  

1. Membangun jejaring kemitraan 

pemerintah dan lembaga 

pemberdayaan masyarakat di 

bidang kesehatan 

2. Mengoptimalkan pendayagunaan 

sarana pelayanan kesehatan swasta 

dalam pembangunan kesehatan 

3. Mengoptimalkan pendayagunaan 

tenaga kesehatan swasta dalam 

pembangunan kesehatan 

4. Mempercepat terwujudnya Badan 

Pertimbangan Kesehatan yang 

diamanatkan UU 36/2009 tentang 

Kesehatan. 

 

 

5. Terselenggaranya kerja sama lintas 

sektor yang mendukung 

pembangunan berwawasan 

kesehatan. 

STRATEGI  

1. Membangun jejaring 

kerjasama lintas sektoral 

yang mendukung 

pembangunan kesehatan 

2. Membangun jejaring 

kerjasama lintas sektoral 

yang mendukung 

pembangunan berwawasan 

kesehatan 
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STRATEGI  

1. Memperbaharui sistem 

pendidikan dan pelatihan tenaga 

kesehatan sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan 

 

2. Menyempurnakan sistem 

penetapan formasi, distribusi dan 

utilisasi tenaga kesehatan 

 

 

3. Memantapkan kebijakan 

ketenagaan yang terkait dengan 

globalisasi dan perdagangan 

bebas. 

 

7. Terpenuhinya pembiayaan 

kesehatan yang menjamin setiap 

orang dapat memperoleh pelayanan 

kesehatan sesuai kebutuhan  

STRATEGI  

1. Merealisasikan alokasi anggaran 

pembangunan kesehatan sesuai 

amanat UU 36 / 2009 tentang 

Kesehatan. 

 

2. Menyusun formula alokasi 

anggaran yang berkeadilan (pro-

equity basis formula) dalam 

penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan pusat dan daerah. 

 

3. Mengembangkan mekanisme 

kendali biaya melalui 

pengembangan sistem jaminan 

kesehatan nasional. 
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STRATEGI  

1. Menyusun regulasi tentang 

jenis, jumlah, mutu dan harga 

obat, sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan makanan yang 

sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan kesehatan dan 

kemampuan masyarakat.  

 

9. Terselenggaranya reformasi 

birokrasi kesehatan di setiap tingkat 

pemerintahan. 

STRATEGI  

1. Mengkaji ulang sistem 

kelembagaan dan tupoksi di 

lingkungan kesehatan pusat 

dan daerah. 

2. Mengembangkan budaya 

kepemerintahan yang baik. 

3. Mengkaji ulang kriteria, sistem 

rekrutmen dan penempatan 

tenaga kesehatan sesuai 

dengan kompetensi yang 

dibutuhkan di pusat dan 

daerah.  
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VISI  

MASYARAKAT  

SEHAT YANG  

MANDIRI DAN  

BERKEADILAN  

RPJMN 2010 - 
2014 

8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL  

BIDANG KESEHATAN 

1. Peningkatan KIA & KB 

2. Perbaikan gizi masyarakat 

3. Pengendalian penyakit menular & tidak menular 
dan kesling 

4. Pemenuhan SDM Kesehatan 

5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan,  
safety, mutu, penggunaan obat/makanan 

6. Jamkesmas 

7. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan 
bencana dan krisis  

8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, 
sekunder dan tersier 

 

 

 7 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN 

1. Jamkesmas 

2. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal 
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 

3. Ketersediaan Obat dan Alkes di setiap 
fasilitas kesehatan 

4. Reformasi birokrasi pembangunan 
kesehatan 

5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)  

6. Penanganan daerah bermasalah kesehatan 

7. Rumah sakit Indonesia kelas dunia  

MDG 2015 

5. Relevansi  Terhadap  
Fokus Prioritas dan 
Reformasi 
Pembangunan 
Kesehatan  



6. Implikasi terhadap 
Peningkatan Mutu 
Pelayanan Kesehatan  



Roadmap meliputi: 

Donabedian : 

 Perbaikan Mutu 

Outcome : 

ÅCFR Ď 

ÅAdverse event Ď 

ÅMortalitas/morbiditas 

Ď 

ÅKecacatan Ď 

ÅKualitas hidup č 

Perbaikan struktur 

ÅTenaga 

ÅPembiayaan 

ÅObat & alat 

ÅInformasi 

 

Perbaikan proses 

ÅRevitalisasi 

puskesmas 

ÅPenguatan 

Dinkes & RS 

ÅPemberdayaan 

masyarakat & 

kerjasama lintas 

sektor 

ÅReformasi 

birokrasi 


